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KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kerangka Teori
Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan
dan bertujuan untuk memberikan gambaran yagng sistematis tentang suatu
fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara
variable yang satu dengan variabel yang lainnya degan tujuan untuk
menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan
terhadap permasalahan yang ada.
1. Implementasi
a. Defenisi Implementasi

Pada dasarnya implementasi sebuah program dan kebijakan dari
pemerintah maupun sektor swasta harus dilaksanakan dan diterapkan
seutuhnya dilapangan, namun jika terdapat penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan dari program dan kebijakan
tersebut akan terjadi kesia-siaan dari rancangan dan akhirnya
menimbulkan permasalahan. Berikut beberapa pendapat para ahli
mengenai pengertian implementasi.

Hanifah dalam Harsono berpendapat bahwa implementasi adalah
suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan
dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dlaam
rangka penyempurnaan suatu program.s

Sedangkan Guntur Setiawan berpendapat implementasi adalah
perluasaan aktivitas yang salaing menyesuaikan proses interaksi antara
tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan
pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Wahab Implementasi program merupakan aspek penting

dari keseluruhan proses program, implementasi program tidak hanya

SHarsono, Hanifah, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), hal. 67
® Setiawan, Guntur, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2004), hal. 39



sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-

keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran

birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik,

keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu program. la juga

menyatakan, dalam implementasi khususnya yang dilibatkan oleh banyak

organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang

yakni :

a) Pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center atau pusat);

b) Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery);

c) Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa
program-program itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran.’

Menurut Menurut Ripley & Franklin ada dua hal yang menjadi
fokus perhatian dalam implementasi, yaitu compliance (kepatuhan) dan
What”’s happening (Apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah
para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah
ditetapkan. Sementara untuk “what’s happening” mempertanyakan
bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul,
apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Jadi implementasi program tidak hanya terbatas pada
tindakan/perilaku  unit  birokrasi untuk bertanggungjawab untuk
melaksanakan program, tetapi lebih dari itu jaringan social politik dan
ekonomi yang berpengaruh pada semua pihak terlibat dan akhirnya
terdapat suatu dampak yang tidak diharapkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa
implementasi bukan hanya sekedar aktivitas dan tindakan dari pelaksanaan
sebuah program, akan tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang
terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan
dan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program

tersebut.

7 Wahab, Abdul, 1991. Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan
Negara, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hal. 45
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b. Model-Model Implementasi Program
1. Implementasi Sistem Rasional (Top-Down)

Menurut Parsons model implementasi inilah yang paling pertama
muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang hubungan
kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya
Rousseau : “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang
Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”.® Model
rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang
melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan
dalam sebuah sistem. Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa
implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan
mendasar. Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi
kebijakan dengan perspektif top down adalah sebagai berikut :

a) George Edward 111

Proses Pendekatan Implementasi kebijakan publik yang
dirumuskan oleh George C Edward Il berperspektif top down.
George C Edward Il menamakan model implementasinya kebijakan
publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.
Dalam modelnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan

keberhasilan implementasi suatu kebijakan/program.

1. Komunikasi

Menurut George C Edward 111 bahwa komunikasi sangat
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi
kebijakan/program. Implementasi yang aktif terjadi apabila para
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila

komunikasi berjalan dengan baik, sehingga keputusan

kebijakan/program  dan  peraturan  implementasi  harus

ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia

8 Wayne Parson, Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan,
(Jakarta : Kencana, 2006) hal. 463-467
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yang tepat. Selain itu, kebijakan/program yang dikomunikasikan

harus tepat, akurat dan konsisten. Ada 3 indikator yang dapat

digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi
diatas, yaitu:

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik dapat
menghasilkan sesuatu implementasi yang baik pula.
Seringkali terjadi dalam peyaluran komunikasi adalah
adanya salah pengertian.

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana
kebijakan/program haruslah jelas dan tidak membingungkan.
Ketidakjelasan pesan kebijakan/program tidak selalu
menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para
pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan
kebijakan.

c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan
suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika
perintah yang diberikan sering berubah-berubah, maka dapat
menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya
Menurut George C Edward i, dalam
mengimplementasikan kebijakan/program indikator sumber daya
terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi
kebijakan/program salah satunya disebabkan karena staf yang
tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten
dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja
tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan
kemampuan yang diperlukan.

b. Informasi, ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang
berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan/program,

implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan
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disaat mereka diberi perintah untuk melakukan perintah. Kedua
informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah
ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain
yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan/program tersebut
patuh terhadap hukum.

c. Wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal
agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan/progam yang ditetapkan secara
politik.

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam
implementasi  kebijakan/program. Implementor mungkin
memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus
dilakukannya, memiliki wewenang untuk melaksanakan
tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana
prasarana) maka implementasi kebijakan/program tersebut
tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Menurut George C Edward Il yang mempengaruhi
tingkat keberhasilan implementasi kebijakan/program adalah
disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana adalah faktor
penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu
kebijakan/program. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada

variabel disposisi adalah:

a. Pengangkatan Birokrat
Disposisi akan menimbulkan hambatan-hambatan
terhadap implementasi program bila personil yang ada tidak
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh

pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan
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pengangkatan personil pelaksana program haruslah orang-
orang yang didedikasi kepada program yang telah ditetapkan.
b. Insentif
Edward I1l menyatakan bahwa salah satu teknik yang
disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para
pelaksana adalah memanipulasi insentif. Pada umumnya,
orang melakukan tindakan menurut kepentin gannya sendiri,
maka manipulasi insentif oleh para pembuat program
mempengaruhi tindakan dari pelaksana program.
4. Struktur Birokrasi
Menurut George C. Edward 1l yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan implementasi program adalah struktur birokrasi.
Kebijakan program yang begitu kompleks menuntut adanya kerja
sama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada
program yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-
sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya
program.
Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur
birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah melakukan
Standard Operating Prosedures (SOP) dan melaksanakan

fragmentasi.®

Program Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi Masyarakat

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan
dan di implementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat
miskin. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek
pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi
yang dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi

malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi.

hal 55

® Wibawa, Samudra, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994),



14

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan pihak Desa Bukit Intan
Makmur telah berupaya dengan melahirkan beberapa program guna
menanggulangi kemiskinan.

Bentuk-bentuk program penanggulangan kemiskinan
diantaranya adalah:

a. Bantuan Ternak
Dalam usaha menaggulangi kemiskinan di Desa Bukit Intan
Makmur memberikan bantuan ternak yang diperuntukan untuk
masyarakat kurang mampu dengan sistem pembagian kelompok.
b. Bantuan Modal Usaha

Modal adalah sejumlah harga yang dipergunakan untuk
menjalankan usaha, modal beriupa uang tunai, barang dagangan
dan sebagainya. Semua kegiatan usaha untuk mendapatkan hasil
diprlukan sejumlah modal untuk membiayai aktifitas usahanya
karna tanpa adanya modal aktifitas tersebut tidak dapat berjalan
dengan apa yang diinginkan.

Pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat didalam
memenuhi  kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai
dengan meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas
pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sasaran
bantuan ini adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama
sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak
bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata
pencarian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang
layak bagi kemanusiaan, keluarga miskin yang mengalami
penurunan pendapatan dan dan kesejahteraan atau mengalami

penghentian penghasilan?®.

10 Subandi, 2014, ekonomi pembangunan, Bandung : Alfabeta, hal. 33
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi yaitu:

1. Peningkatan ekonomi masyarakat

Pertumbuhan ekonomi vyang lebih tepat diukur dengan

menggunakan pertumbuhan pendapatan perkapita menuntut adanya

produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Produk domestik bruto

itu sangat ditentukan oleh digunakannya faktor produksi tenaga kerja,

kapital, barang sumber daya alam negara yang bersangkutan.

2. Ciri-ciri peningkatan ekonomi

a.

Sumber daya alam.

Faktor utama yang mempengaruhi suatu perekonomian adalah
sumberdaya alam (utamanya tanah). Sumber daya tanah meliputi
berbagai aspek, misalnya kesuburan tanah, letaknya, iklim, sumber air,
kekayaan hutan, mineral, dan lainnya. Tersedianya sumber daya alam
yang potensial akan menjamin berlangsungnya pertumbuhan secara
lancar, sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan dan diolah
untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Akumulasi Modal

Akumulasi modal atau pembentukan modal adalah peningkatan
stok modal dalam jangka waktu tertentu. Pembentukan modal
merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang dapat diginakan
untuk peningkatan output rill.

Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam
kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan
membantu meningkatkan produktivitasnya.

Kemajuan Teknologi

321

11 Suparmoko, Pokok-Pokok Ekonomika, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), hal.
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Perubahan pada teknologi telah meningkatkan produktivitas tenaga

kerja, modal dan faktor produksi lain.*?

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan perlu diperhatikan lima prinsip penting :

1.

Prinsip targeting : alokasi dana, dan prasarana harus terarah pada
kelompok sasaran masyarakat, kegiatan ekonomi dan wilayah yang
paling memerlukan. Dalam hal ini, daftar usulan proyek dari
daerah yang mencerminkan sasaran perencanaan jangka menengah,
akan sangat membantu sebagai dasar pertimbangan dalam
penentuan lokasi.

Prinsip penyaluran : dana, sarana dan prasarana disalurkan pada
kelompok sasaran secara utuh, lancar dan tepat waktu.

Prinsip penggunaan : masyarakat kelompok sasaran harus harus
siap menerima dan menggunakan bantuan tersebut

Prinsip pengguliran : dana, sarana dan prasarana yang ditujukan
pada kelompok sasaran penduduk miskin harus dapat menjadi
modal dasar (injeksi, bukan infus), untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kegiatan ekonomi mereka secara berkelanjutan.
Prinsip pemantauan dan evaluasi : dana, sarana dan prasarana yang
ditunjuk kepada kelompok sasaran harus dapat dipantau dan
dievaluasi. Pencatatan, walaupun sederhana, dapat digunakan
untuk evaluaasi dan penyempurnaan. Pencatatan juga berguna

untuk menilai tingkat keberhasilan.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti,

diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Noffa Febrina dalam Skipsinya yang
dilakukan pada tahun 2014 yang berjudul “ Analisis Efektifitas

12 Raharjao Adi Sasmita, Teori-teori Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Graha IImu,
2013), hal. 103-105
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Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)
dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat di Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Teori yang
digunakan oleh peneliti adalah efektifitas dan pendapatan
masyarkat. Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah
Deskriptif kualitatif dan hasil darti penelitian ini ialah bahwa peran
dari peran dari pengelola UEK-SP sebagai bagian dari pelaksanaan
program pemberdayaan desa sangat dibutuhkan untuk membantu
masyarakat dengan memberikan pembinaan agar masyarakat dapat
memanfaatkan dana bergulir UEK-SP. Secara maksimal serta
program UEK-SP dapat terlaksana dengan efektif.
2. Penelitian yang dilakukan Misyanti pada tahun 2013 yang berjudul
“Efektifitas Usaha Kerupuk Sagu Indah Makmur di Kecamatan
Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”.metode yang digunakan
oleh penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan
sesuai dengan jenis data, teknik pengumpulan data dan selanjutnya
dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dijelaskan hasil dari
penelitian ini telah mampu memberikan pekerjaan pada masyarakat
yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Usaha ini juga ikut andil
dalam membangunperekonomian masyarakat dan mengurangi
tingkat pengangguran. Dan usaha ini sejalan dengan syariat islam
dan sudah berdampak positif bagi masyarakat sekitar.
C. Kerangka Pikir
Kerangka pikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian
teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap
penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih
bersifat abstrak, dan sepenuhnya masih belum juga dapat di ukur di lapangan.
Adapun indikator-indikator yang dapat dilihat dari Implementasi Program
Penanggulangan Kemiskinan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di

Desa Bukit Intan Makmur adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Kerangka Pikir
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